
WALIKOTA MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN 

NOMOR   TAHUN 2023 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA  MADIUN, 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan 

dan Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 

dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 

tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota 

Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6801); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3244); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2006  

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

28. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang 

Tunjangan Tenaga Kependidikan; 
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29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12        

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);  

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12           

Tahun 2021; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 206/PMK.07/2020 

tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;  

36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E) ; 
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37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Madiun Tahun 2020 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Madiun Nomor 106); 

38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D); 

39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D); 

40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 

2021 Nomor 3/A); 

41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota 

Madiun Tahun 2022 Nomor 2/A); 

42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108); 

              

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN 

dan 

WALI KOTA   MADIUN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 
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Pasal 1 

 

  (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas;  

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 

keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

 

Pasal 2 

 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 

a. Pendapatan   Rp. 1.060.716.311.084,55 

b. Belanja   Rp. 1.165.410.106.455,26 

Surplus/(Defisit) sebesar (Rp.   104.693.795.370,71) 

c.  Pembiayaan 

1. Penerimaan   Rp.    295.937.467.818,14 

2. Pengeluaran  Rp                           0,00 

Surplus/(Defisit) sebesar Rp.    295.937.467.818,14 

 

Pasal 3 

 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sebagai berikut: 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  

Rp.46.078.370.630,55 dengan rincian sebagai berikut : 

1. Anggaran pendapatan 

setelah perubahan  Rp. 1.014.637.940.454,00 

2. Realisasi Rp. 1.060.716.311.084,55 

 Selisih Lebih/(Kurang) Rp.      46.078.370.630,55 
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b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

(Rp.145.164.501.816,74) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran belanja setelah 

 perubahan  Rp.  1.310.574.608.272,00  

2.  Realisasi Rp.  1.165.410.106.455,26 

 Selisih Lebih/(Kurang) (Rp.    145.164.501.816,74) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp.191.242.872.447,29 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Surplus/(defisit) setelah  

Perubahan Anggaran (Rp.    295.936.667.818,00) 

2. Realisasi (Rp.    104.693.795.370,71) 

Selisih Lebih/(Kurang)  Rp.     191.242.872.447,29 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp.800.000,14 dengan rincian sebagai berikut: 

1.  Anggaran penerimaan pembiayaan  

setelah perubahan Rp.    295.936.667.818,00 

2.  Realisasi Rp.    295.937.467.818,14 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp.                  800.000,14  

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1.  Anggaran pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan Rp.                             0,00  

2.  Realisasi Rp.                             0,00              

Selisih Lebih/(Kurang) Rp.                             0,00                 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto 

sejumlah Rp. 800.000,14  dengan rincian sebagai berikut: 

1.  Anggaran pembiayaan netto 

setelah perubahan Rp.    295.936.667.818,00 

2.  Realisasi Rp.    295.937.467.818,14 

Selisih Lebih/(Kurang) Rp.                  800.000,14  

 

Pasal 4 

 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 

2022 sebagai berikut: 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp.    295.936.667.818,14   



- 10  -

b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

sebagai Penerimaan Pembiayaan

Tahun berjalan  (Rp.   295.936.667.818,14) 

c. Jumlah Sub Total Rp.  0,00 

d. Sisa lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SIKPA) Rp.  191.243.672.447,43  

e. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp.                             0,00 

f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.    191.243.672.447,43  

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c 

per 31 Desember 2022 sebagai berikut: 

a. Jumlah  Aset  Rp.  2.813.637.454.500,29 

b. Jumlah Utang  Rp.      14.704.441.851,67  

c. Jumlah Ekuitas Dana  Rp.  2.798.933.012.648,62 

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Laporan Operasional Rp.  1.057.305.452.700,09

b. Beban Operasi Rp. 1.084.574.793.500,74 

Surplus / (Defisit) sebesar (Rp.  27.269.340.800,65) 

c.  Surplus (Defisit) dari

1. Sebelum Luar Biasa (Rp.  1.799.730.285,00) 

2. Pos Luar Biasa (Rp.     2.502.082.962,00) 

Surplus/(Defisit) Laporan

Operasional sebesar (Rp.   31.571.154.047,65) 

Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 

31 Desember 2022 sebagai berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022 Rp.  225.992.425.922,40
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b. Saldo kas awal BLUD  

Dinas Kesehatan Rp.        7.457.912.123,59 

c. Saldo kas awal BLUD RSUD Rp.      61.231.491.260,82 

d. Saldo kas bendahara Penerimaan Rp.               6.402.708,00 

e. Saldo kas bendahara Pengeluaran Rp.                             0,00 

f. Saldo kas Lainnya Rp.        1.265.487.451,53 

g. Arus kas dari aktivitas operasi    Rp.    127.259490.688,26  

h. Arus kas dari aktivitas investasi  

  aset Non Keuangan                       (Rp.  231.953.286.058,97) 

i. Arus kas dari aktivitas pendanaan  Rp.                800.000,00 

 

j. Arus kas dari aktivitas  

Transitoris (Rp.             8.259.938,00)          

k. Saldo kas akhir per  

31 Desember 2022  Rp.    191.252.464.157,43 

 

                                      Pasal 8 

 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2022 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal   Rp. 2.810.414.582.202,98 

b. Surplus (Defisit) Laporan  

Operasional    (Rp.    31.571.154.047,65) 

c. Dampak Kumulatif Perubahan  

Kebijakan/Kesalahan Mendasar : 

d. Akumulasi Penyusutan  

Sampai dengan Tahun 2021  Rp.                          0,00 

e. Akumulasi Amortisasi  

Sampai dengan Tahun 2021  Rp.                          0,00 

f. Lain-lain  Rp.    20.089.584.493,29 

g. Surplus/(Defisit) Laporan  

Operasional sebesar Rp.  2.798.933.012.648,62 

 

  Pasal 9 

 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat 

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan. 
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Pasal 10 

 

Uraian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

terdiri atas: 

a. Lampiran  I : Laporan realisasi anggaran; 

Lampiran  I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah 

dan organisasi; 

Lampiran  I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

Lampiran  I.3 : Ringkasan laporan realisasi anggaran 

belanja daerah menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan, sub kegiatan, 

kelompok, jenis pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

Lampiran  I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 

program, kegiatan beserta hasil dan sub 

kegiatan; 

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih; 

c. Lampiran III : Laporan Operasional; 

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas; 

e. Lampiran V : Neraca; 

f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas; 

g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; 

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang; 

j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan 

penyisihan dana bergulir; 

k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal; 

l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan 

dan pengurangan aset tetap daerah 

m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset tetap; 
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n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi Konstruksi dalam 

pekerjaan; 

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 

p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah; 

q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 

r. Lampiran XVIII :  Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 

s. Lampiran XIX  : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya; 

t. Lampiran XX  : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/ 

Perusahaan Daerah. 

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan Keuangan (Neraca) 

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 

Daerah 

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan Keuangan (Laporan 

Laba/Rugi)Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah 

 

Pasal  11 

 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam 

Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal   12 

 

Wali Kota Madiun menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun              

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun         

Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 
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Pasal   13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. 

Ditetapkan di  Madiun 

pada tanggal  

WALI KOTA MADIUN, 

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun 
pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH, 

SOEKO DWI HANDIARTO 

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN 
TAHUN 2023 NOMOR 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 76-3/2023 

10 Juli 2023

10 Juli 2023

1/A

ttd

ttd
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